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Agensi Perempuan Pedesaan
Rural Women’s Agency

Perempuan desa dan pedesaan merupakan satu 
ekosistem yang tak terpisahkan dengan alam. 
Kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk kaum 

perempuan, memiliki relasi yang erat dengan lingkungan alam 
di sekitarnya. Pertama, alam merupakan tulang punggung 
ekonomi pedesaan, khususnya di sektor pertanian. Kedua, 
alam merupakan sumber pemenuhan kebutuhan dasar sehari-
hari seperti air dan pangan. Selain itu, alam juga menjadi 
bagian dari kehidupan budaya lokal baik dalam produk 
kerajinan tangan, maupun dalam ritual dan kepercayaan lokal. 
Maka, kerusakan atau perubahan alam jelas membawa akibat 
terhadap kehidupan masyarakat di pedesaan. 

Bagi perempuan, perubahan alam sangat terasa 
dampaknya dalam kaitannya dengan tugas-tugas reproduksi 
di rumah tangga. Misalnya mengeringnya lahan gambut 
menyebabkan berkurangnya sumber air dan pangan yang 
harus dikelola oleh perempuan di pedesaan gambut. 
Rusaknya alam di desa gambut juga mendorong laki-laki 
untuk bermigrasi keluar desa untuk mencari pekerjaan, 
sehingga perempuan harus menjadi kepala keluarga sekaligus 
ibu rumah tangga.

Salah satu akar ketimpangan yang dialami masyarakat 
pedesaan bersumber dari lemahnya akses dan penguasaan 
terhadap tata kelola lahan dan hutan. Bagi perempuan, 
ketimpangan ini bersilang sengkarut dengan diskriminasi 
berbasis gender seperti domestikasi perempuan. Domestikasi 
perempuan memperbesar hambatan akses perempuan 
terhadap tanah, sumber daya alam, informasi, hukum, 
dan politik. Data UN Women (2018) menemukan bahwa 
kepemilikan perempuan terhadap lahan pertanian kurang 
dari 13%. Sementara itu kebijakan reforma agraria di 
Indonesia, yang cenderung menguat dalam beberapa tahun 
terakhir, masih belum memasukkan perspektif keadilan 
gender. Akibatnya, kaum perempuan masih cenderung 
diabaikan dalam kebijakan yang sedianya dapat memberi 
akses masyarakat terhadap lahan dan sumber daya alam.

Secara umum perempuan pedesaan masih menjadi 
penanggungjawab kerja-kerja pengasuhan, perawatan rumah 
tangga, pengelolaan ekonomi keluarga, dan cenderung 
dikecualikan dari ruang publik. Pola yang serupa dialami oleh 
pedesaan. Pedesaan merupakan pemasok utama sumber daya 
alam, penyedia lahan pertanian dan perkebunan, pemasok 
tenaga kerja, dan berfungsi sebagai paru-paru bumi dengan 
kawasan hutannya. Namun, mirip dengan konsep kritik Simone 
de Beauvoir tentang posisi perempuan sebagai “the second 
sex”, pedesaan juga sering diidentikkan sebagai masyarakat 
kelas dua, yang lekat dengan makna keterbelakangan, rentan 
terhadap kemiskinan, dan kerap dipandang sebelah mata 
dalam kebijakan-kebijakan investasi dan pembangunan.

Diana Tietjens Meyers dalam bukunya Gender in the 
Mirror: Cultural Imagery & Women Agency (2002) menganalisa 
bagaimana subordinasi terhadap perempuan mempengaruhi 
pembentukan identitas gender perempuan, dan membatasi 
perempuan untuk membuat keputusan emansipatif. 
Perempuan desa pun cenderung dipandang sebagai 
mahluk tanpa subyektivitas, tanpa agensi. Namun, Meyers, 
berargumen bahwa dalam posisi subordinat sekalipun, kaum 
perempuan tetap memiliki agensi. Perempuan desa sebagai 
subyek dengan agensinya inilah yang hadir dalam JP 103.

Penelitian Jurnal Perempuan terhadap pengalaman 
perempuan desa di lima provinsi, di Papua Barat, Kalimantan 
Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, dan Aceh, memperlihatkan 
keragaman agensi kaum perempuan dalam tata kelola lahan 
dan hutan di lingkungan pedesaan. Agensi perempuan hadir 
dalam kekuatan untuk mengajak keluarga dan masyarakat, 
kekuatan untuk terlibat di ruang publik, kekuatan untuk 
mengubah cara pandang otoritas resmi, serta kekuatan untuk 
melakukan aksi kolektif/ solidaritas antar kelompok dalam 
pengelolaan sumber daya alam. Perempuan desa juga memiliki 
pengetahuan yang kontekstual dengan corak kehidupan 
desanya, misalnya kemampuan perempuan-perempuan 
Papua dalam memilih model pertanian ladang berpindah 
sebagai model pertanian ekonomi yang berkelanjutan.

Pengabaian ilmu pengetahuan terhadap pengalaman 
perempuan merupakan salah satu alasan munculnya studi-
studi feminisme. Feminisme pun menemukan konsep 
pengetahuan yang lahir dari kritik terhadap pendekatan 
ilmu pengetahuan dalam memandang kompleksitas 
keterhubungan antara perempuan, masyarakat, dan alam, 
misalnya dalam konsep ekologi politik feminis (feminist 
political ecology). Namun, Carolyn E. Sachs (1996) dalam 
Gendered Fields: Rural Women, Agriculture, and Environment 
menemukan bahwa studi-studi atas gerakan feminisme pun 
masih cenderung terpusat pada gerakan feminis perkotaan 
atau urban. Artikulasi tentang gerakan feminis di pedesaan 
masih sangat terbatas, karena ilmu pengetahuan pun 
cenderung melihat pedesaan sebagai objek, objek kebijakan, 
objek kemiskinan, atau objek pembangunan. 

Untuk menciptakan ruang pengetahuan tentang dan 
bagi perempuan pedesaan, JP 103 menyajikan pengalaman-
pengalaman perempuan pedesaan dan agensi mereka 
dalam menghadapi subordinasi patriarki dan kapitalisme. 
JP 103 mengajak kita untuk memahami agensi perempuan 
pedesaan sebagai sebuah proses melatih dan menggunakan 
kemampuan untuk mengonstruksi diri dan membuat 
keputusan-keputusan terkait kehidupan perempuan serta 
kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Selamat 
membaca! (Atnike Nova Sigiro)
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Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha  
(Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres  
No. 86/2018 tentang Reforma Agraria

The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation 
No. 86/2018 on Agrarian Reform

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 289-297, 2 tabel, 
15 daftar pustaka.

The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple 
layers of burden on women. Such situation could be addressesd 
with the agrarian reform’s agenda. This is the reason why the society 
welcome the announcement of agrarian reform agenda as Joko 
Widodo administration’s priority program. After being in power for four 
years, finally the government had issued the Presidential Regulation 
No. 86 year of 2018 on Agrarian Reform. The enactment of this Agrarian 
Reform’s policy cannot be separated from the role of social movement 
organizations in urging for agrarian reform agenda, including in urging 
for an agrarian reform policy with gender justice perspective. This 
paper seeks to see how women’s movement and the agrarian reform 
movement have been trying to advocate gender perspective in the 
formulation and the implementation of the Presidential Regulation 
(Perpres).

Keywords: agrarian reform, rural development, rural women, land 
redistribution.

Situasi ketidakadilan agraria di pedesaan membawa beban berlapis 
pada kaum perempuan. Salah satu cara yang diyakini dapat 
memperbaiki ketimpangan sosial tersebut adalah agenda reforma 
agraria. Inilah alasan mengapa masyarakat menyambut baik ketika 
reforma agraria dinyatakan sebagai program prioritas pemerintahan 
Joko Widodo. Akhirnya, setelah berkuasa selama empat tahun 
pemerintah mengeluarkan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma 
Agraria. Lahirnya kebijakan Reforma Agraria ini tidak dapat dilepaskan 
dari peran organisasi gerakan sosial yang mendesak agenda reforma 
agraria, termasuk untuk mendorong kebijakan reforma agraria yang 
berkeadilan gender penting. Tulisan ini hendak melihat bagaimana 
gerakan perempuan dan gerakan pembaruan agraria mencoba 
melakukan advokasi dalam perumusan dan pelaksanaan dari Perpres 
tersebut.

Kata kunci: reforma agraria, pembangunan pedesaan, perempuan 
pedesaan, redistribusi tanah.
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This research examines women’s role and their decision-making related 
to swidden farming. This research was conducted in two different 
regions, Sorong (lowland) and Maybrat (highland) in West Papua. Key 
informants in this research were indigenous Papuan women, their 
husbands, and relatives. The aim of the research is to demonstrate that 
in the realm of traditional agriculture, women play important roles, 
starting from production, plant nursery, to the crop distribution to 
market. Nonetheless, the role of women tends to disappear, when the 
system of agriculture changes to sedentary farming by using chemical 
substances and other modern and farming technologies

Keywords: shifting agriculture, decision making, traditional market, 
agriculture commodities.

Riset ini meneliti tentang peranan perempuan dalam pilihan dan 
pengambilan keputusan di bidang pertanian berpindah (swidden 
farming). Riset ini dilakukan di dua tempat yakni Kabupaten Sorong dan 
Maybrat. Informan utama yang peneliti wawancarai adalah perempuan 
lokal asli Papua dan pasangan serta keluarga laki-laki petani. Tujuan dari 
riset ini hendak menunjukkan bahwa di ranah tradisional, perempuan 
memiliki peran penting mulai dari produksi, sistem perawatan tanaman 
hingga distribusi pasar. Namun, peran tersebut justru hilang ketika 
pola pertanian berubah dengan menggunakan pupuk kimia dan alat 
pertanian modern canggih lainnya. 

Kata kunci: pertanian berpindah, pengambilan keputusan, pasar 
tradisional, komoditas pertanian. 
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Rural women have the potential to mobilize herself and her community 
towards a sovereign and just rural community. However, rural women 
frequently face form of discrimination that impede them to achieve their 
maximum potential. In the midst of forest and land degradation, those 
gender-based discrimination also prevent women from participating 
in land and forest governance that is vital for the rural community’s 
livelihood. An example of form of gender-based discrimination 
experienced by women in several regions in Aceh is discrimination 
in accessing public information. This article describes and analyzes 
several Aceh women’s experiences in using the rights-based approach 
on access to information. The women in this article have used the Law 
on Public Information as the basis for their advocacy towards the land 
and forest governance in their residential area. These experiences of the 
rural women have shown shows that women have not only interests 
upon the information on natural resources, but they also possess 
capability, perseverance, and will to obtain such information. 

Keywords: rural women, natural resources, access to information, public 
information.

Perempuan desa memiliki potensi untuk menggerakkan dirinya dan 
masyarakat menuju desa berdaulat dan berkeadilan. Akan tetapi 
perempuan desa kerap mengalami berbagai diskriminasi yang 
membatasi perempuan untuk mencapai potensi optimum dirinya. 
Di tengah daya dukung hutan dan lahan yang semakin buruk, 
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diskriminasi berbasis gender tersebut menghalangi perempuan untuk 
turut berpartisipasi dalam tata kelola lahan dan hutan, yang menjadi 
urat nadi dari kehidupan masyarakat desa. Salah satu diskriminasi 
berbasis gender yang di alami oleh perempuan di beberapa wilayah 
di Aceh adalah diskriminasi dalam mengakses informasi publik. Tulisan 
ini memaparkan dan menganalisa pengalaman sejumlah perempuan 
di beberapa kabupaten di Aceh dalam menggunakan pendekatan 
hak atas informasi. Para perempuan dalam artikel ini menggunakan 
UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar untuk melakukan 
advokasi atas tata kelola lahan dan hutan di lingkungan tempat tinggal 
mereka. Pengalaman kaum perempuan desa tersebut memperlihatkan 
bahwa perempuan bukan hanya memiliki kepentingan atas informasi 
SDA tetapi memiliki kapabilitas, daya tahan dan semangat berjuang 
merebut informasi. 

Kata kunci: perempuan desa, sumber daya alam, akses informasi, 
informasi publik.

1Titiek Kartika Hendrastiti & 2Pramasti Ayu Kusdinar 
(1Universitas Bengkulu & 2Akar Foundation, Bengkulu, 

Indonesia)

Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan 
Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan

Involvement of Women Village Leaders in Developing Dialogues 
on Forest Conflict Resolution

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 321-333, 2 
gambar, 32 daftar pustaka.

This article is a study of feminist ecological politics in rural women’s 
leadership and their involvement in resolving conflicts over protected 
forests. On the one hand, structurally, there is a complex linkage 
between social, cultural, adat, and religious practices that prevent 
women from becoming leaders. On the other hand, after they won 
the leadership contestation in the village, their task was able to go 
beyond reconciliation and introduce an alternative discourse on 
sustainable forest conservation. This study examines three main areas 
namely: (1) ecological sustainability knowledge, understanding and 
practices; (2) the practice of equal access to natural resources, and 
responses to vulnerability to environmental change; and (3) equality 
practices in village development activism. The narrative of feminist 
ecological political studies from two villages in Kepahiang and Rejang 
Lebong Districts shows that women village heads are able to penetrate 
structural barriers, social exclusion, and dismantle economic class 
barriers. 

Keywords: rural women’s leadership, feminist political ecology, forest 
conflict 

Artikel ini adalah sebuah kajian politik ekologi feminis pada 
kepemimpinan perempuan perdesaan dan keterlibatan mereka dalam 
pusaran penyelesaian konflik atas hutan lindung. Di satu sisi, secara 
struktural, ada kelindan yang kompleks antara dimensi sosial, budaya, 
adat, dan praktik agama yang menghambat perempuan menjadi 
pemimpin. Di sisi lain, setelah mereka memenangkan kontestasi 
kepemimpinan di desa, tugas mereka mampu melampaui rekonsiliasi 
konflik kehutanan dan memperkenalkan diskursus alternatif tentang 
konservasi hutan berkelanjutan. Studi FPE ini mengkaji tiga area utama, 
yaitu: (1) pengetahuan, pemahaman, dan praktik kelestarian ekologis; 
(2) praktik kesetaraan atas akses sumber daya alam, dan respons atas 
kerentanan terhadap perubahan lingkungan; dan (3) praktik kesetaraan 
dalam aktivisme pembangunan desa. Narasi studi politik ekologi 
feminis dari dua desa di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong 
ini menunjukkan bahwa perempuan kepala desa mampu menembus 
hambatan struktur, eksklusi sosial, dan membongkar sekat kelas 
ekonomi. 

Kata kunci: kepemimpinan perempuan desa, ekologi politik feminis, 
konflik hutan
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Indonesia tropical peatlands area is 47 percent of out of the total global 
peatlands. But unfortunately, sustainable peatland governance has 
not been widely applied in the management of peatlands, instead of 
being home to biodiversity, peatlands in Indonesia have ended up 
dry, burning and turned into monoculture plantations. The problem of 
peat ecosystem degradation is the result of unsustainable - historical 
environmental governance politics. This study shows the political 
complexity of peatland governance and its impact on women with 
a feminist political ecology lens. This research was conducted in 
several villages in Central and South Kalimantan, the largest tropical 
peat areas in Indonesia. This study found that 1) Rural women were 
realized that there are problems with peatland governance, both 
practically and politically; 2) women and girls have multiple impacts 
from peat ecosystem degradation ie, women are deprived of living 
space, women find it difficult to get water and food sources, women 
take over the role of the head of the family because men migrate but 
are not always recognized as the head of the family, and women are 
impoverished because they lose their independence and must work as 
oil palm workers. This study uses a feminist political ecology study as an 
analytical tool to see the multi-layered oppression experienced by rural 
women due to peat ecosystem degradation.

Keywords: rural women, peatland village, peat ecosystem, feminist 
political ecology, resource governance 

Indonesia memiliki 47 persen lahan gambut tropis dari total lahan 
gambut dunia. Namun sayangnya tata kelola lahan gambut yang 
berkelanjutan belum banyak diterapkan dalam pemanfaatan lahan 
gambut, alih-alih menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, lahan 
gambut di Indonesia justru berakhir kering, terbakar, dan beralih 
menjadi perkebunan monokultur. Persoalan degradasi ekosistem 
gambut adalah akibat dari politik tata kelola lingkungan yang tidak 
berkelanjutan--yang menyejarah. Penelitian ini memperlihatkan 
kompleksitas politik tata kelola kawasan gambut dan dampaknya 
terhadap perempuan dengan lensa ekologi politik feminis. Penelitian 
ini dilakukan di beberapa desa di Kalimantan Tengah dan Selatan, 
kawasan gambut tropis terbesar di Indonesia. Penelitian ini menemukan 
bahwa 1) Ada persoalan salah tata kelola lahan gambut yang disadari 
perempuan desa baik secara praktis maupun politis; 2) perempuan 
dan anak perempuan mendapatkan dampak berlapis dari degradasi 
ekosistem gambut yakni, perempuan tercerabut dari ruang hidup, 
perempuan sulit mendapatkan sumber air dan pangan, perempuan 
mengambil alih peran kepala keluarga karena laki-laki bermigrasi 
namun tidak selalu diakui perannya sebagai kepala keluarga, dan 
perempuan dimiskinkan karena kehilangan kemandiriannya dan 
harus bekerja sebagai buruh sawit. Penelitian ini menggunakan kajian 
ekologi politik feminis sebagai alat analisis untuk melihat ketertindasan 
berlapis yang dialami perempuan pedesaan akibat degradasi ekosistem 
gambut. 

Kata Kunci: perempuan desa, desa gambut, ekosistem gambut, ekologi 
politik feminis, tata kelola sumber daya
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Minority religious groups are vulnerable towards discrimination and 
social exclusion. Social exclusion is a multidimensional phenomenon 
that is closely related to the denial of the enjoyment of civil and political 
rights as well as economic and socio-cultural rights. Social exclusion also 
excludes the excluded people from development process in the village. 
This article discusses the social exclusion experienced by community 
of local belief’s groups, the Association of Eklasing Budi Murko (PEBM) 
in Salamrejo village, in Kulon Progo, Special Autonomy of Yogyakarta. 
The economic empowerment approach has been used to promote 
inclusion among communities in the village. The establishment of 
Cooperative Business Group (KUBE) and also other economic works 
have encouraged women’s role as agent for social inclusion. Business 
activities established by PEBM have opened room for interaction 
between women from local belief’s community with other women in 
the village. 

Keywords: social exclusion, social inclusion, local belief, women’s 
empowerment, women’s agency

Kelompok-kelompok penganut agama minoritas memiliki kerentanan 
terhadap diskriminasi dan eksklusi sosial. Eksklusi sosial merupakan 
fenomena multidimensi yang erat kaitannya dengan pengingkaran 
terhadap penikmatan hak-hak sipil politik serta ekonomi dan sosial 
budaya. Ekslusi sosial juga mengecualikan orang-orang yang dieksklusi 
dari proses pembangunan di desa. Artikel ini membahas eksklusi sosial 
yang dialami kelompok komunitas penghayat, Perkumpulan Eklasing 
Budi Murko di desa Salamrejo, di daerah Kulon Progo, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Untuk membangun desa inklusif komunitas penghyat di 
desa Salamrejo menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi. 
Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan unit usaha 
ekonomi lainnya telah mendorong peran perempuan sebagai agen 
inklusi sosial. Kegiatan bisnis dalam unit-unit usaha yang dibentuk 
oleh PEBM tersebut telah membuka ruang interaksi antara perempuan 
penghayat dengan perempuan lain di desa. 

Kata kunci: eksklusi sosial, inklusi sosial, kepercayaan lokal, 
pemberdayaan perempuan, agensi perempuan
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Women in rural areas face serious problems as a result of ecological 
social changes in the village--which are almost mutually interconnected 
with the expansion of extractive industries and rural development 
paradigm. Forests and land become as the identity that cannot be left 
behind in seeing changes in rural areas. Sustainable forest and land 
governance are one of the ways to reduce the risk of environmental 
damage & degradation, land use change, deforestation, and loss 
of food resources and livelihoods of rural communities. One of the 
principles of sustainable forest and land governance is transparency 
and participation. In this study we found, explain, and analyse 1) how 
the social ecological changes in the villages through the expreinces of 
women who is a trailblazer or local champion in 5 provinces (West Papua, 
East Kalimantan, Aceh, Central Sulawesi, Bengkulu); 2) the struggle of 
rural women in seizing the right to information and participation in the 
process of forest and land governance; 3) women’s agency in creating 
positive socio-ecological changes in the village area. This research 
found that women’s agencies are not single and are produced from 
various forms of power, namely the power/ability to influence and 
reduce barriers, to change at the household and community level, 
the power to organize and change existing hierarchies, the power to 
increase individual awareness and the desire to change, the strength of 
collective action and solidarity.

Keywords: rural women, forest and land governance, women’s agency, 
environmental degradation, sustainable environment. 

Perempuan di wilayah desa menghadapi permasalahan serius 
akibat perubahan sosial ekologis desa—yang saling kelit kelindan 
dengan ekspansi industri ekstraktif dan paradigma pembangunan di 
perdesaan. Hutan dan lahan menjadi salah satu identitas yang tidak bisa 
ditinggalkan dalam melihat perubahan yang terjadi di perdesaan. Tata 
kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan adalah salah satu cara untuk 
mengurangi risiko kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, deforestasi, 
dan hilangnya sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat desa. 
Salah satu prinsip dari tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan 
ialah transparansi dan partisipasi. Dalam penelitian ini digambarkan 
1) bagaimana perubahan sosial ekologis di desa lokasi penelitian 
melalui tutur perempuan pejuang di 5 provinsi (provinsi Papua Barat, 
Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Tengah, Bengkulu); 2) perjuangan 
perempuan desa dalam merebut hak atas informasi dan partisipasi 
dalam proses tata kelola hutan dan lahan; 3) agensi perempuan dalam 
menciptakan perubahan sosial-ekologis yang positif di wilayah desa. 
Penelitian ini menemukan bahwa agensi perempuan tidaklah tunggal 
dan dihasilkan dari berbagai bentuk kekuatan (power) yakni kekuatan/
kemampuan untuk memengaruhi dan mengurangi hambatan untuk 
perubahan pada tingkat rumah tangga dan masyarakat, kekuatan 
untuk mengorganisasi dan mengubah hierarki yang ada, kekuatan 
untuk meningkatkan kesadaran individu dan keinginan untuk berubah, 
kekuatan dari aksi kolektif dan solidaritas. 

Kata Kunci: perempuan desa, tata kelola hutan dan lahan, agensi 
perempuan, kerusakan lingkungan, lingkungan berkelanjutan. 
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Abstract

This article is a study of feminist ecological politics in rural women’s leadership and their involvement in resolving conflicts over 
protected forests. On the one hand, structurally, there is a complex linkage between social, cultural, adat, and religious practices that 
prevent women from becoming leaders. On the other hand, after they won the leadership contestation in the village, their task was 
able to go beyond reconciliation and introduce an alternative discourse on sustainable forest conservation. This study examines three 
main areas namely: (1) ecological sustainability knowledge, understanding and practices; (2) the practice of equal access to natural 
resources, and responses to vulnerability to environmental change; and (3) equality practices in village development activism. The 
narrative of feminist ecological political studies from two villages in Kepahiang and Rejang Lebong Districts shows that women village 
heads are able to penetrate structural barriers, social exclusion, and dismantle economic class barriers. 

Keywords: rural women’s leadership, feminist political ecology, forest conflict 

Abstrak

Artikel ini adalah sebuah kajian politik ekologi feminis pada kepemimpinan perempuan perdesaan dan keterlibatan mereka dalam 
pusaran penyelesaian konflik atas hutan lindung. Di satu sisi, secara struktural, ada kelindan yang kompleks antara dimensi sosial, 
budaya, adat, dan praktik agama yang menghambat perempuan menjadi pemimpin. Di sisi lain, setelah mereka memenangkan 
kontestasi kepemimpinan di desa, tugas mereka mampu melampaui rekonsiliasi konflik kehutanan dan memperkenalkan diskursus 
alternatif tentang konservasi hutan berkelanjutan. Studi FPE ini mengkaji tiga area utama, yaitu: (1) pengetahuan, pemahaman, dan 
praktik kelestarian ekologis; (2) praktik kesetaraan atas akses sumber daya alam, dan respons atas kerentanan terhadap perubahan 
lingkungan; dan (3) praktik kesetaraan dalam aktivisme pembangunan desa. Narasi studi politik ekologi feminis dari dua desa di 
Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong ini menunjukkan bahwa perempuan kepala desa mampu menembus hambatan struktur, 
eksklusi sosial, dan membongkar sekat kelas ekonomi. 

Kata kunci: kepemimpinan perempuan desa, ekologi politik feminis, konflik hutan

Pendahuluan

Berbagai studi menunjukkan bahwa tata kelola hutan 
sarat dengan nuansa maskulinitas, dan menegasikan 
kepemimpinan perempuan. Studi tentang isu 
kepemimpinan perempuan lokal dalam mengelola 
konflik dan tata kelola hutan masih terbatas (Bose et al. 
2017; Sam 2016). Isu partisipasi perempuan lokal pada 
pengambilan keputusan dan tata kelola sumber daya 
alam, terutama hutan, mulai menjadi prioritas penelitian 
(Evans et al. 2017; Bose et al. 2017). Sayangnya belum 
banyak studi keterlibatan perempuan lokal pada tata 

kelola hutan; dari keterbatasan itu menyebabkan ada 
tabir yang menutupi relasi-relasi sosial, budaya, dan 
politik dalam komunitas yang saling terkait dalam tata 
kelola hutan masih sangat rumit untuk dipahami. 

Keterlibatan perempuan lokal pada tata kelola hutan 
masih bermasalah (Evans et al. 2017); mengutip studi 
Kusumanto di Asia Tenggara, Mai et al. di Asia Selatan, 
dan Mutimokuru-Maravanyika dan Matose di Afrika, 
Evans et al. (2017) menemukan bahwa kunci kesempatan 
perempuan lokal ikut serta pada pengambilan keputusan 
ada pada penjelasan tentang relasi gender yang eksis 
pada teritori masyarakat lokal itu. 
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Kebijakan yang mengatur kepemilikan tanah, teritori 
adat, dan akses lahan pertanian untuk perempuan 
adat tepian hutan pun tidak jelas (Bose et al. 2017). 
Penyebabnya, tidak banyak informasi tentang posisi 
perempuan di dalam keluarga dan komunitas dalam 
konteks tata kelola hutan. Studi Bose et al. di Amerika 
Latin menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan 
gender pada kepemilikan tanah, hak atas tanah, dan 
akses perempuan terhadap hutan. Meskipun ada gerakan 
masif yang berkelanjutan untuk memperjuangkan 
hak atas tanah bagi perempuan; namun ancaman 
deforestasi, perkebunan monokultur, perampasan lahan, 
industri ekstraktif, membayangi sumber dan ruang hidup 
perempuan lokal. 

Umumnya kebijakan tata kelola hutan di berbagai 
negara sangatlah bernuansa maskulin. Di berbagai 
negara, perempuan cenderung sebagai korban dari 
kebijakan yang tidak adil, dan korban konflik hutan 
(Bose et al. 2017). Kalau diurai melalui analisis gender 
dalam pengambilan keputusan, akan ditemukan bahwa 
ada kelindan yang nyata atas keterpurukan perempuan 

di setiap tingkatan struktur (mikro-meso-makro) yang 
mempengaruhi proporsi keterlibatannya. Dengan 
mengadaptasi kerangka tipologi partisipasi perempuan 
pada tata kelola hutan dari Agarwal, analisis gender 
“Colfer’s Gender Box”, dan kerangka keadilan gender 
dari Fraser, studi Evans et al. (2017) menunjukkan hak 
penguasaan perempuan atas hutan. Tingkat keterlibatan 
perempuan berdasar analisis gender menunjukkan 
adanya bentuk ketidaksetaraan gender yang dihadapi 
perempuan lokal, terutama pada kendala dari tingkat 
mikro, meso, dan makro. Analisis gender dan pengambilan 
keputusan lebih kentara lagi. Perempuan sangat sulit 
terlibat pada pengambilan keputusan yang berada di 
area makro. Kerangka analisis Agarwal (dalam Evans et 
al. 2017), menunjukkan bahwa ruang publik perempuan 
hanya pada penggunaan dan penjualan produk hutan. 
Paling tinggi dari keterlibatan perempuan adalah pada 
pengorganisasian komunitas. Sangat dimengerti bahwa 
pengambilan keputusan tata kelola hutan bukanlah area 
publik bagi perempuan, sebagaimana digambarkan 
pada Gambar 1 dan 2 berikut ini: 

Makro 
Politik
Kultural
Nasional
Global

Meso
Komunitas
Teritori
Ekonomi lokal

Mikro
Rumah tangga
Hutan

•	 kurangnya dukungan untuk kebijakan gender (pelatihan,  
	 prioritas, pendanaan) 
•	 kurangnya dukungan dari organisasi perempuan
•	 konflik politik

•	 peran gender tradisional
•	 pemerintah lokal yang lemah 
•	 kurangnya kapasitas kepemimpinan permepuan 
•	 organisasi perempuan yang lemah

•	 sanksi/ larangan oleh pasangan
•	 kekerasan domestik
•	 pemeliharaan anak
•	 ibu tunggal usia muda

Gambar 1. Tingkat Analisis Gender dan Jenis Hambatan 

Sumber: Evans et al. (2017, h. 40) - Gender level of analysis and type of constraints imposed; cited from Colfer (2013).
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Makro 
Politik
Kultural
Nasional
Global

Meso
Komunitas
Teritori
Ekonomi lokal

Mikro
Rumah tangga
Hutan

Hukum yang 
membutuhkan  

keterwakilan

Organisasi  
komunitas

Menjual 
produk- 
produk  
hutan

Nominal      Pasif       Konsultatif          Aktivitas spesifik           Aktif Interaktif

Menggunakan 
produk-produk  

hutan

Gambar 2. Gender dan Pengambilan Keputusan

Sumber: Evans et al. (2017, h. 41) - Gender and decision-making, diadaptasi dari Agarwal (2001). 

Kepemimpinan perempuan merupakan kunci 
akselerasi yang strategis pada tata kelola hutan 
yang berkeadilan. Studi Bose et al. (2017) di Amerika 
Latin adalah salah satu referensi penting tentang 
kepemimpinan perempuan untuk tata kelola hutan. 
Di Columbia, misalnya, karena angka buta huruf dan 
kemiskinan perempuan desa tinggi, maka insiden 
ketidakadilan pada kepemilikan tanah oleh perempuan 
masih sangat signifikan; dan produk legislasi tentang 
akses perempuan terhadap tanah kurang memadai. 
Di Nikaragua, gender gap index versi World Economic 
Forum berada pada peringkat yang tinggi, dan 
promosi keterwakilan perempuan adalah 50 persen. 
Sayangnya regulasi berperspektif keadilan gender belum 
menggembirakan, termasuk perlindungan atas tanah 
dan teritori bagi orang lokal belum tercapai. Legitimasi 
kepemimpinan perempuan masih bermasalah; 
setidaknya ideologi gender telah dipakai sebagai tabir 
penutup yang menyembunyikan buruknya akuntabilitas 
para pemimpin masyarakat (dalam hal ini pemimpin laki-
laki). 

Studi Bose et al. (2017) di Mexico, Guatemala, 
Costa Rica, dan studi Sam (2016) di Carribean tentang 
kepemimpinan perempuan dan tata kelola hutan 
memperlihatkan fenomena yang sama dengan kasus-
kasus kepemimpinan perempuan untuk tata kelola hutan 
di Columbia. Studi di Mexico, Guatemala, Costa rica dan 

Carribean tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa 
melalui pengetahuan perempuan terhadap lingkungan 
dan pengalaman perempuan mengelola sumber daya 
alam, berhasil memperbaiki agenda pembangunan. 
Studi Bose et.al (2017) itu juga menunjukkan bahwa 
kepemimpinan perempuan menciptakan keseimbangan 
antara prioritas pembangunan, enabling environment, 
start up dan ekspansi bisnis dapat terjaga dan terformulasi 
dalam kebijakan yang berkelanjutan. Temuan studi di 
berbagai negara itu berhasil menjelaskan koneksitas 
antara pengalaman perempuan dalam mengelola 
hidup sehari-hari dengan otoritas formal yang 
didapatnya sebagai perempuan pemimpin di satuan 
administratif negara terendah. Studi di Amerika Latin 
itu memperlihatkan bahwa perempuan pemimpin lokal 
yang berhasil menembus batas kendala kultural, adat, 
praktik agama, politik berkontribusi untuk menurunkan 
kesenjangan gender, serta menghasilkan kebijakan yang 
berkelanjutan. 

Untuk konteks Indonesia, studi tentang perempuan 
dan tata kelola hutan, konflik dan konservasi di hutan 
taman nasional, maupun taman wisata alam masih 
jarang ditulis. Studi TNKS seperti studi Novra, Syaukat, 
Sanim & Sinaga (2007), misalnya, menjelaskan dampak 
implementasi kebijakan pengeluaran pemerintah daerah 
terhadap deforestasi kawasan dan degradasi TNKS. 
Novra dan Farhan (2009) menemukan bahwa ekonomi 
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penduduk yang mengandalkan kegiatan non-kayu dari 
desa-desa penyangga TNKS, Provinsi Jambi, berpotensi 
untuk melindungi TNKS dari degradasi. Saat temuan 
studi Mamat Rahmat et al. (2006) menunjukkan bahwa 
program Integrated Conservation and Development 
Project TNKS (ICDP) mampu mengubah ketergantungan 
masyarakat terhadap sumber daya hutan; sebaliknya, 
studi Hidayat et al. (2011) justru menilai proyek yang 
didanai oleh World Bank itu gagal; sebab terdapat 
perbedaan kepentingan antara masyarakat yang hidup 
di zona penyangga dan ICDP. Studi-studi itu sama sekali 
tidak menyentuh isu perempuan dalam tata kelola hutan 
konservasi, dan konflik perhutanan. 

Beberapa studi di atas menggambarkan bahwa 
diskursus tata kelola taman nasional maupun taman 
wisata alam masih bernuanssa maskulin. Temuan studi 
di atas menjadi bukti tentang realita ketidakhadiran 
perempuan dan isu perempuan pada tata kelola hutan. 
Relasi sosial ekonomi serta politik kebijakan secara 
timbal balik antara masyarakat dan konservasi hutan 
dikemas dalam kerangka yang menisbikan keterlibatan 
perempuan. Konflik tata kelola yang tercatat di teritori 
taman nasional maupun taman wisata alam terangkai 
secara sistematis dalam bentuk orkestra diskursus 
maskulin. 

Sesuai dengan konteks artikel ini, di bawah ini adalah 
pembahasan konflik Taman Nasional Kerinci Seblat 
(TNKS) di Kabupaten Rejang Lebong dan Taman Wisata 
Alam (TWA) Bukit Kaba di Kabupaten Kepahiang. Area 
hutan proteksi itu merupakan taman nasional Indonesia 
terluas di Bagian Sumatra, dan lokasinya mencakup 
empat provinsi (Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu, 
Sumatra Barat). Kedua desa itu adalah dua contoh 
menarik untuk menggambarkan praktik bagus tentang 
kepemimpinan perempuan; mereka adalah perempuan 
pemimpin yang terlibat dalam tata kelola dari desa yang 
berbatasan dengan hutan taman nasional. 

Metode Penelitian Politik Ekologi Feminis 

Metode penelitian yang diadopsi dalam riset ini adalah 
politik ekologi feminis (feminist political ecology/ FPE). 
Semula, politik ekologi dikembangkan oleh Watt (dalam 
Elmhirst 2011, h. 129) untuk kebutuhan studi kemiskinan, 
keadilan sosial, politik atas degradasi lingkungan dan 
konservasi, termasuk akumulasi penurunan kualitas 
lingkungan akibat sistem neoliberalisme, bahkan isu 
penyempitan dan perampasan lahan. Kerangka politik 
ekologi memfokuskan pada relasi alam dan masyarakat, 
terutama yang berkaitan dengan akses dan kontrol, 

kesehatan lingkungan, mata pencaharian, dan konflik 
lingkungan.

Pendekatan politik ekologi, semakin menguat 
ketika peneliti feminis, atau pegiat studi feminis 
mendorong masuknya dimensi keadilan gender ke 
arah inti utama metode politik ekologi. Terjadilah saling 
kelindan/intersectionality antara tujuan, strategi, dan 
praktik feminis dengan kerangka ekologi politik baik 
menyangkut dimensi pengetahuan, kekuasaan dan 
praktik. Kerangka metode penelitian yang komprehensif 
untuk studi lingkungan, Feminist Political Ecology (FPE), 
terus berkembang sejak karya Rocheleau, Thomas-
Slayter & Wangari (1996) dipublikasikan. 

FPE menjadi suatu metode yang kuat dan mulai 
banyak digunakan pada studi gender dan lingkungan. 
Dengan menempatkan aspek keterlibatan perempuan 
sebagai subjek politik, agen perubahan lingkungan, 
penjaga ataupun pencetus pengetahuan tentang 
lingkungan, maka kerangka FPE menjadi model studi 
revolusioner dalam ekologi politik (Rocheleau, Thomas-
Slayter & Wangari 1996; Sundberg 2015). 

Menurut FPE, keragaman gender dan hubungan 
gender ditentukan oleh hubungan ekologi politik yang 
dieksplorasi melalui 3 bidang utama: (1) pengetahuan 
dan praktik lingkungan gender; (2) hak-hak alami gender 
dan kerentanan yang tidak setara terhadap perubahan 
lingkungan; dan (3) aktivisme dan organisasi lingkungan 
gender (Sundberg 2015).

Berdasarkan penelusuran beberapa studi tentang 
perempuan dan ekologi, metode FPE makin banyak 
digunakan dan makin berkembang. Pengembangan 
metodologi FPE dapat dilacak melalui studi Elmhirst 
(2011) dan Sundberg (2015) yang menjelalskan diskursus 
FPE. Studi Sreerekha (2018) termasuk studi yang bagus 
yang menjelaskan FPE sebagai diskursus alternatif 
untuk merancang pembangunan. Sedangkan aplikasi 
studi FPE dapat dilihat pada studi Sultana (2007) yang 
menggunakan FPE untuk mengurai isu air untuk 
kebutuhan rumah tangga dan sanitasi; Evans et.al 
(2017) menggunakan FPE untuk mengalisis keterlibatan 
perempuan pada perhutanan sosial di Nicaraqua; Kimura 
dan Katano (2014) meggunakan FPE untuk mengiris isu 
pertanian organik.

Dalam pengembangan diskursus nya, studi 
Nightingale (2011) membantu memahami FPE dalam 
konteks intersektionalitas nya dengan produksi 
material, kelas, kasta, dan lingkungan di Nepal. Studi 
Nightngale dekat dengan studi Gradskova dan Morell 
(2019) yang memberi pembelajaran bahwa metode 
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FPE memperlihatkan perjumpaan nya dengan feminis 
poskolonialisme. Studi Elmhirst (2011b) mengembangkan 
FPE untuk menjelaskan kasus-kasus migrasi di Lampung 
dalam rangka akses sumber daya. Selain studi-studi di 
atas, dari studi Mollet dan Faria (2013) kita bisa memahami 
problematika ketika isu gender di libatkan pada FPE. 
Nightingale dan Rankin (2014) memberi penguatan atas 
FPE sebagai konteks transformasi politik dalam studi 
lingkungan dan pembangunan. Velicu (2018), dan Kubisa 
dan Wojnicka (2018) sama-sama membuktikan bahwa 
FPE merupakan suatu gerakan intelektual feminis dalam 
rangka mencapai pembangunan berkelanjutan dan 
berkeadilan lingkungan di Eropa Timur dan Tengah. 

Studi ini menggunakan metode etnografi feminis. 
Penulis menggunakan metode etnografi feminis untuk 
mengungkap pengalaman hidup perempuan, konflik, 
dan tata kelola sumber daya alam. Pengalaman itu 
menunjukkan bahwa etnografi feminis adalah cara 
terbaik untuk mendeskripsikan perilaku manusia 
terlengkap, serta kreasi dari fenomena sosial.1 Sementara 
kerangka FPE menemukan ketidakpedulian terhadap 
pengalaman perempuan sebagai salah satu kunci dari 
pengabaian pengetahuan. Di sinilah perjumpaan ilmiah 
atau scientific encounter dari kedua metode itu. 

Etnografi identik dengan produksi pengetahuan 
(Cerwonka & Malkki dalam Pole 2005; Neuman 2006; 
Atkinson 2010; Denzin & Lincoln 2010). Selama 
proses studi lapangan itu, etnografi digunakan untuk 
mengumpulkan pengetahuan, yang bukan saja 
didasarkan pada pengalaman rasional, tetapi juga 
pengalaman bermuatan emosi. Artinya, dialog dalam 
keterkaitan emosional adalah fase memproduksi 
pengetahuan dan itu diakui sebagai hal yang ilmiah 
dalam studi feminis humaniora.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara, observasi non-
partisipan, live-in pendek, diskusi kelompok terfokus 
bersama dengan metode diorama dan permainan 
peran. Kedua metode terakhir itu membantu untuk 
memperoleh informasi tentang perumusan dan redefinisi 
konsep konservasi, dan keterlibatan perempuan pada 
penyelesaian konflik. Makna agensi perempuan, termasuk 
kepemimpinan perempuan, lebih mudah ditangkap 
dan dipahami. Taktik metode feminis itu menurut Jones 
(2010, h. 35) memungkinkan peneliti untuk menjalankan 
studinya secara fleksibel; lebih berwujud toolbox dan 
bukan suatu pendekatan tunggal dari alat pengumpulan 
data. Intinya yang dibutuhkan adalah instrumen untuk 
mengungkap perjuangan hidup perempuan sehari-hari 
merebut ruang (everyday realities for women).

Metode FPE menjadikan narasi lapangan adalah 
bukti dari pengalaman perempuan, yang menunjukkan 
pengetahuan perempuan tentang tidak berjalannya 
keadilan gender (gender justice) dalam sistem lingkungan 
hidup. Kerangka analisis FPE dari tiga unsur yang 
disebutkan di atas, juga menunjukkan fenomena 
intersectionality atas jenis kelamin, kelas sosial ekonomi, 
dan kekuasaan atas tanah dan sumber daya hutan 
(Rocheleau, Thomas-Slayter & Wangari 1996; Elmhirst 
2011a; Sundberg 2015).

Deskripsi tentang Taman Nasional Kerinci Seblat 
(TNKS) dan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba: 
Sejarah, Karakteristik, dan relasinya dengan Manusia

Alokasi luasan hutan konservasi di Indonesia meliputi 
18 juta hektar; sedangkan hutan lindung seluas 30 juta 
hektar (Hidayat et al. 2011, h. 37). TNKS adalah salah 
satu dari 51 hutan konservasi yang ada di Indonesia. 
TNKS ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 192/Kpts-II/1996, 
terbesar di Pulau Sumatra, luasnya mencapai 13.750 
kilometer persegi, dan secara geografis menempati 
empat wilayah administratif provinsi, yaitu Sumatra 
Barat, Jambi, Sumatra Selatan dan Bengkulu (Wikipedia 
Indonesia).2 Mengingat besarnya ancaman konservasi, 
pada tahun 2004, UNESCO memasukkan TNKS bersama 
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman 
Nasional Gunung Leuser (TNGL) sebagai Situs Warisan 
Dunia yang berstatus terancam (in dangered rainforest) 
(Hendry 2017).

Sejak ditetapkan sebagai taman nasional, TNKS 
menjadi lokasi dari berbagai konflik. Riset dari Novra, 
Syaukat, Sanim dan Sinaga (2007) menyebutkan adanya 
konflik tata kelola hutan lindung, antara otoritas daerah 
dan pusat. Temuan studi target Pemda untuk mendorong 
pembangunan berkelanjutan yang mencakup: (a) 
pertumbuhan ekonomi, menyetarakan distribusi 
ekonomi antar sektor, menurunkan pengangguran; 
(b) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan 
peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya; 
(c) mengurangi tekanan perusakan sumber daya lahan, 
hutan, dan degradasi taman nasional, tampaknya tidak 
tercapai. 

Studi TNKS di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi oleh 
Novra dan Farhan (2009) menemukan bahwa ekonomi 
penduduk di delapan dari 146 desa penyangga TNKS 
bertumpu pada ekonomi nonkayu. Sebenarnya, aktivitas 
nonkayu itu merupakan proteksi TNKS dari kerusakan. 
Masalahnya, riset itu tidak membahas akses dan 
partisipasi perempuan warga desa. 



326

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, 321-333

Ada suatu studi evaluasi tentang program Integrated 
Conservation and Development Project TNKS (ICDP) 
yang menarik dari Rahmat et al. (2006); dan Hidayat et al. 
(2011). Studi-studi itu menunjukkan bahwa ICDP belum 
mampu menurunkan ketergantungan masyarakat 
terhadap sumber daya alam di TNKS. Mega proyek ICDP 
yang didanai oleh World Bank dinilai gagal. Ada konflik 
kepentingan antara masyarakat dan agenda taman 
nasional dari negara. Komunitas lokal tidak terlibat 
dalam pengembangan skema TNKS, sehingga ada 
kesenjangan yang tak terjembatani antara proyek TNKS 
dan kepentingan masyarakat yang hidup di area zona 
penyangga. Desain yang canggih dari pemerintah pusat 
tidak selaras dengan kepentingan pemerintah daerah; 
agenda taman nasional sebagai kawasan konservasi tidak 
mampu dilaksanakan oleh Pemda karena keterbatasan 
keuangan dan sumberdaya manusia (Hidayat et al. 2011).

Pada konteks konflik kepentingan, dari argumentasi 
luas lahan, kawasan hutan di Provinsi Bengkulu sekitar 
924.631 hektar3, sekitar 44,59 persennya atau 412.324,6 
hektar adalah wilayah taman nasional, TNBBS dan TNKS. 
Konflik kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Pemda 
ditandai oleh makin sempitnya luas kawasan produktif 
yang bisa dipakai untuk usaha masyarakat (Hidayat 
2011).

Selanjutnya, studi Hendrastiti dan Santoso (2009) 
memperlihatkan adanya konflik kepentingan di kawasan 
TNKS. Ada kebijakan taman nasional tidak ramah 
terhadap pelestarian hutan. Di samping itu, otonomi 
daerah, kelestarian hutan, dan keselamatan penduduk 
tidak saling bertemu dalam tata kelola TNKS. Konflik 
antara masyarakat adat dan kebijakan tata kelola sumber 
daya alam benar-benar pecah di lapangan. Oleh otoritas 
negara, rakyat “dituduh” merambah dan mencuri kayu. 
Di internal masyarakat sendiri, pergeseran sosial dari 
kebutuhan nonkayu ke kayu. Hal ini bukan hanya untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melainkan ada 
permintaan “pasar dari luar”.

Studi Hendrastiti dan Santoso (2009, hh. 247-
288) menyebutkan bahwa kerusakan taman nasional 
adalah bagian dari proses pemiskinan masyarakat, 
dan menegasikan posisi kelompok perempuan. 
Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan kelestarian 
hutan, dan rekonsiliasi konflik adalah fakta yang tak 
terdokumentasikan. Akses perempuan terhadap hutan 
lindung dan hutan konservasi termasuk rendah. Secara 
tradisional, perempuan turut mengelola dan memelihara 
hutan. Relasi hutan dan perempuan adalah relasi yang 
hangat dan resiprokal, di sana ada keterikatan pangan 
yang bermuatan kelestarian. 

Pada lokasi studi yang kedua, TWA Bukit Kaba, 
Kabawetan, memiliki sejarah panjang konflik tata kelola 
sejak masa kolonial Belanda (Kusdinar 2017). Dari 
penelusuran panjang yang dilakukan Akar Foundation, 
tercatat beberapa episode konflik di TWA Bukit Kaba. 
Pada 1854 tercatat adanya ekspansi Pemerintah Kolonial 
Belanda ke berbagai pelosok pedalaman Indonesia, 
termasuk daerah subur di Kabawetan. Dengan 
mengerahkan buruh dari Jawa Barat (etnis Sunda), dan 
orang Jawa, Pemerintah memberi izin pembukaan 
maskapai perkebunan kopi dan teh dengan nama N.V 
land Bovus Maatschaapy pada tahun 1908. 

Sebenarnya operasi tata kelola perkebunan di kaki 
Bukit Kaba ini tidak begitu cemerlang. Antara tahun 
1908 – 1919 pengusahaan perkebunan sangat “tertutup” 
dari warga asli (indigenous). Sampai pada tahun 1942, 
karena adanya instabilitas politik, kebun tak terurus. 
Transisi politik ketika itu sangat memengaruhi bisnis teh 
di Kabawetan, yang membawa konsekuensi alih mata 
pencarian bagi sebagian buruh perkebunan. Keluarga 
buruh mulai membuka lahan untuk berkebun alternatif, 
khususnya kopi. 

Nasionalisasi perkebunan pada tahun 1950 belum 
menjadi isu penting. Baru pada tahun 1954/1955 proyek 
transmigrasi mulai masuk kawasan Kabawetan. Saat 
itulah konflik lahan pertama mulai muncul, di mana 
ada konflik tripartit antara keluarga buruh/eks kuli 
perkebunan Belanda, warga transmigran, dan warga 
asli dengan warisan tanah margo. Di pihak pemerintah, 
mereka menerima konsesi tanah perkebunan dari 
tanah perkebunan orderneming ke tanah negara pasca 
kemerdekaan.4 

Periode kedua konflik tata kelola lahan terjadi pada saat 
perusahaan mulai memperluas lahan perkebunannya, 
merangsek masuk lahan milik masyarakat asli/ margo. 
Episode konflik ini makin tajam sejak terjadi tumpang 
tindih kelola antara tanah margo diklaim juga oleh negara 
sebagai kawasan Hutan Lindung Bukit Kaba, melalui 
regulasi RB No. 4 yang ditetapkan pada 8 September 
1962. Menurut catatan Akar Foundation, pengukuhan 
lahan itu sebagai milik negara ada pada SK Menteri 
kehutanan No.166/Kpts-11/86 yang ditetapkan pada 
29 Mei 1986 tentang Perubahan Status Hutan Lindung 
Bukit Kaba menjadi TWA cq Taman Wisata. Peraturan 
kelola TWA diperkuat dengan SK Menteri Kehutanan 
No.784/Men-Hut-11/2012 tentang penunjukan terhadap 
kawasan TWA Bukit Kaba pada tanggal 27 Desember 
2014. Sekali lagi negara memperkuat posisinya pada 23 
Mei 2014 melalui SK No.3981/Men-Hut-VII.KUH/2014, 
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yaitu aturan kelola tentang penetapan kawasan hutan 
TWA Bukit Kaba (Kusdinar 2017)

Periode konflik ketiga adalah tahun 2007. Isu konflik 
sejak tahun 2007 itu melibatkan masyarakat transmigrasi 
di Sengkuang, Kecamatan Kabawetan melawan TWA 
Bukit Kaba (Kusdinar 2017). Ada delapan desa yang 
terlibat dalam konflik tata kelola TWA itu. Tumpang 
tindih regulasi tata kelola TWA menyebabkan posisi 
masyarakat ditempatkan pada pihak yang merambah. 
Mereka berhadapan dengan negara yang diwakili oleh 
BKSDA. Pada konflik ini, masyarakat harus meninggalkan 
usaha kebun di wilayah yang diklaim oleh TWA; meski 
sebenarnya masyarakat bertanam di atas tanah margo. 
Puncak konflik terjadi pada tahun 2011, yaitu pengusiran 
warga dari lahan TWA.

Konflik tidak berhenti, sampai pada tahun 2016 
terbit surat edaran SE No.158/KBWT/IX/2016 yang berisi 
himbauan kepada warga untuk tidak menerima/ membeli 
hasil pertanian dan perkebunan dari hutan TWA. Efek 
SE tersebut diperparah dengan insiden pada Februari 
tahun 2017, dimana seorang warga Desa Bandung Jaya 
yang berkebun di tanah margo ditangkap polisi dan 
ditahan di Polsek setempat selama tiga hari. Adalah Ibu 
Kades Bandung Jaya yang berhasil mengeluarkan warga 
desa dari tahanan Polsek (wawancara September 2019; 
Kusdinar 2017).

Di sinilah, perjumpaan isu konflik dan kepemimpinan 
perempuan. Inti konflik sebenarnya sangat rumit. Kalau 
disederhanakan, ada multipihak dalam konflik yang akut, 
yaitu (1) warga transmigran, (2) warga asli/margo, (3) 
negara dengan TWA dan KLHK-nya; dan (4) penegasan 
konsesi peninggalan onderneming kolonial dan 
metamorfosis modal besar asing, serta (5) Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kepahiang. 

Analisis Politik Ekologi Feminis

Studi agensi perempuan di kawasan TNKS ini 
dilakukan sejak tahun 2018. Seperti gambaran di 
atas, kebanyakan penelitian tentang TNKS didominasi 
oleh studi hutan konservasi dan hutan lindung secara 
fisik. Kalaupun ada penelitian sosial ekonomi, maka 
penggunaan isu interseksionalitas perempuan (FPE) 
sangat jarang dilakukan. 

Studi keagenan yang menempatkan perempuan 
sebagai subjek dan agensi hampir tidak ditemukan dalam 
khasanah daftar penelitian TNKS. Hasil studi FPE tentang 
agensi perempuan dalam penyelesaian konflik dan 
konservasi ini mengisi kesenjangan dalam empat ruang. 
Pertama menutup kesenjangan teori tentang perempuan 

dalam konflik hutan; dan kedua, mengisi kesenjangan 
perempuan sebagai agensi dan subjek pengelolaan 
hutan, serta menempatkan perempuan pemimpin 
sebagai subjek TNKS. Ketiga, mengisi kesenjangan 
metodologi; mengembangkan FPE pada konteks taman 
nasional. Sumbangan FPE untuk pendekatan “post” 
dalam memandang pengelolaan taman nasional, akan 
berguna untuk pengelolaan ekosistem taman nasional, 
sambil menerima pelibatan kelompok terpuruk. Keempat, 
praktik kesetaraan dalam aktivisme pembangunan desa.

Pengalaman Perempuan Mengatasi Konflik Tata Kelola 
Hutan

Narasi kecil tentang agensi perempuan TNKS, “diwakili” 
oleh kehadiran perempuan sebagai kepala desa di Desa 
Pal 8, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang 
Lebong. Kemenangan Ibu Kepala Desa (selanjutnya 
disebut Ibu Kades) dalam kontestasi pemilihan kepala 
desa bukan kejadian yang mudah. Untuk menelusuri 
proses kemenangannya dalam kontestasi politik desa itu, 
maka seperti pada perempuan pemimpin lainnya, kita 
perlu meninjau balik modal sosial yang telah dibangun 
sejak lama. 

Dibutuhkan satu masa generasi dalam melacak kerja-
kerja sosial antar generasi yang menjadi investasi sosial 
Ibu Kades dan menjadi modal sosial ketika maju pada 
kontestasi pemilihan Kepala Desa Pal 8. Adalah ibu Nur 
– ibu dari Ibu Kades, yang sejak migrasi ke Desa Pal 8 
berkomitmen melakukan aktivisme di sektar desa dan 
kecamatan. Pemosisian yang dicapai antara lain sebagai 
relawan Pos KB dan Posyandu desa maupun kecamatan. 
Ia juga tercatat sebagai aktivis PKK desa dan kecamatan, 
selain mendapat posisi formal di kantor desa sebagai 
Kepala Urusan juga pernah dijabatnya. Sehari-hari, di 
luar jabatan resminya, ibu Nur sejak lama menolong 
orang lain, membantu yang kekurangan tanpa pamrih. 
Secara umum, aktivisme ibu Nur menyentuh kesehatan 
reproduksi, isu yang sangat penting dan kritis di desa. 
Ini membuat figurnya dikenal warga. Ibu Nur selalu 
memberi pemahaman kepada putrinya, bahwa rajin 
menolong orang itu tidak ada ruginya. Dia sama sekali 
tidak mengira bahwa investasi sosialnya akan berguna 
untuk kemenangan pada kontestasi pemilihan kepala 
desa bagi putrinya (wawancara Juni 2018).5 

Ibu Kades memenangkan kontestasi pemilihan 
kepala desa dengan mengalahkan lawan politiknya yang 
kuat, yaitu petahana – bermukim di Dusun 1, calon Kades 
kedua dari Dusun 1, dan dia merupakan satu-satunya 
perempuan penantang dalam pemilihan kepala desa dari 
Dusun 3. Meski dia adalah satu-satunya calon kades yang 
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tidak berkampanye secara terbuka, dan tidak membuat 
alat peraga kampanye; dia punya cara sendiri. Dia 
memilih untuk melakukan “pendekatan personal”, begitu 
istilahnya. Dia rajin mendatangi warga satu persatu, 
mendatangi orang-orang baik yang pernah ditolongnya; 
dimulai dari komunitas sesama etnis, kemudian meluas 
ke seluruh warga asli dan komunitas migran yang berasal 
dari berbagai etnis. Dia menggunakan cara persuasif, 
menghindari cara agresif, apalagi menawarkan uang, itu 
sama sekali tidak dilakukan.

Sejak memenangkan kontestasi politik dalam 
pemilihan kepala desa, dan menjabat sebagai Ibu Kades, 
dia memegang prinsip untuk tidak berubah. Ibu Kades 
tetap membantu masyarakat seperti biasanya, misalnya 
pada saat warga punya hajat, dia datang memasak 
bersama ibu-ibu yang lain, bukan datang duduk di kursi 
dan berlaku ala pejabat. Ibu Kades masuk tenda dapur, 
mengupas bawang dan memotong sayuran yang lain, 
dan bersendau gurau seperti layaknya perempuan desa 
yang datang “rewang” (observasi 2018 & 2019).

Narasi kepemimpinan perempuan dari desa Bandung 
Jaya sama menarik nya dengan desa Pal 8 di atas. Pejuang 
“Tanah Ibu”, begitu Kusdinar (2017) dari Akar Foundation 
memulai narasi tentang kepemimpinan perempuan 
dalam mengurai konflik tenurial dan konflik tata kelola 
hutan. Sebagai perempuan migran generasi ketiga dari 
Jawa ke daerah Sengkuang, Kabupaten Kapahiang yang 
dibawa masuk keluarganya melalui program transmigrasi 
di masa Orde Lama, dia adalah diaspora Jawa. Semua 
falsafah hidupnya tetap menganut transendensi Jawa, 
pengetahuan itu terutama diserap dari ibunya dan relasi 
keluarganya sendiri. 

Pengalaman hidupnya langsung berhadapan 
dengan isu perkawinan anak, kekerasan terhadap 
perempuan berbasis ketidakadilan gender, poligami, 
dan keterbatasan akses. Dari berbagai peristiwa yang 
pernah dialami dan dilihatnya, ia memahami bahwa 
ruang publik bagi perempuan sangat sempit. Ruang 
publik yang sempit merupakan lahan yang subur untuk 
berkembangnya diskriminasi kepada perempuan. Ibu 
Kades sejak lama merasakan adanya ketidakadilan atas 
hak hidup, akses, dan kontrol bagi perempuan, terutama 
di ranah kebijakan publik (wawancara September 2019).

Segera setelah terpilih, dia langsung menghadapi 
pekerjaan berat yaitu menyelesaikan konflik hutan. 
Tantangan resolusi konflik yang diletakkan di mejanya 
ketika itu adalah (1) bagaimana masyarakat yang 
membutuhkan tempat tinggal, ruang hidup, dan 
keamanan tetap terakomodasi. Hidup rakyatnya adalah 
tugas utama pemimpin desa. (2) Bagaimana kawasan 

hutan bisa menjadi area TWA yang juga memberi 
kehidupan yang layak bagi warga delapan desa. (3) 
Bagaimana otoritas sekitar hutan tidak kehilangan muka 
dan tetap bisa melanjutkan tugasnya menjaga tanah 
negara. (4) Mengatur bagaimana pihak-pihak eksternal 
yang ingin berinvestasi bisa berjalan sambil menjaga 
keberlanjutan lingkungan dan memberi hidup kepada 
warga (wawancara September 2019).

Pengalaman perempuan pemimpin di desa dalam 
menyelesaikan konflik tidak bisa lepas dari pengalaman 
kontestasi pada politik lokal. Pengalaman mengumpulkan 
modal sosial, dan menjadikannya sebagai investasi 
politik adalah kunci dari pengetahuannya mengurai 
konflik. Untuk terlibat dalam arus utama penyelesaian 
konflik, posisi perempuan pada otoritas formal di desa 
sangat penting. Otoritas yang ada di genggaman 
itulah yang menjadi “senjata” perempuan pemimpin 
untuk memainkan peran dan strategi mengatasi segala 
desakan, politik perebutan lahan, dan mempertahankan 
kelestarian lingkungan. Pengetahuan mereka dalam 
memelihara alam pastilah menjadi dasar argumentasi 
para perempuan pemimpin menjalankan negosiasi 
dan lobi pada ruang kontestasi konflik. Pengalaman itu 
sama beratnya dengan yang dialami oleh komunitas 
perempuan di America Latin, yang digambarkan oleh 
Bose et.al (2017).

Pengetahuan, Pemahaman, dan Praktik Kelestarian 
Ekologis

Narasi tentang pengetahuan, pemahaman dan 
praktik kelestarian ekologis di desa Pal 8 menunjukkan 
bahwa Ibu Kades Pal 8 menggunakan ketiga aspek itu 
untuk membangun desa. Dengan otoritas yang ada di 
tangannya dan adanya skema baru di desa berupaAlokasi 
Dana Desa (ADD), maka dia membangun kantor desa, 
jalan usaha tani, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), 
embung desa, dan lapangan bola kaki. 

Saat fieldwork tahun 2018, program bedah rumah 
dan renovasi rumah bagi keluarga kurang mampu 
sedang berjalan. Awalnya ada dua rumah yang dibantu 
presiden, namun beberapa warga merasa iri dan ingin 
mendapat program bedah dan renovasi rumah. Ibu 
Kades mengusahakan agar alokasi ADD dapat dipakai 
untuk Program Bedah dan Renovasi Rumah; hasilnya ada 
39 keluarga yang mendapat bantuan program tersebut. 
Atas keberhasilannya itu, Ibu Kades termasuk salah satu 
kades dari Kabupaten Rejang Lebong yang diundang 
dalam pertemuan sosialisasi dana desa oleh presiden. 
Ketika ditanya, infrastruktur apalagi yang ingin diadakan 
di desa, Ibu Kades menyebut ingin punya bangunan 
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serba guna yang dapat dipergunakan untuk aktivitas 
masyarakat Desa Pal 8.

Letak Desa Pal 8 berada di tepi TNKS, dan berbatasan 
langsung dengan Hutan Wisata Madapi (Mahoni, 
Damar, Pinus). Sebagai teritori yang termasuk dalam 
hiruk pikuk konflik tata kelola hutan sejak lama, maka 
pemosisian komunitas perempuan pasti menjadi 
bagiannya, dan Ibu Kades adalah salah satu kunci dari 
otoritas lokal. Ada perubahan regulasi nasional UU No.41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang memungkinkan 
warga memanfaatkan hutan secara berkeadilan dan 
berkelanjutan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 
tentang Perhutanan Sosial menguatkan regulasi tentang 
akses warga sekitar hutan untuk pengelolaan kawasan 
hutan.

Merespons peluang terbukanya desa menjadi 
desa wanatani (agroforestry) bagi desa-desa kawasan 
penyangga hutan warisan dunia, komunitas perempuan 
di Pal 8 membentuk Komunitas Perempuan Peduli 
Lingkungan (KPPL) pada tahun 2017. Ibu Kades menjadi 
otoritas lokal yang mengakselerasi pembentukan gerakan 
perempuan lokal untuk memanfaatkan dan mengelola 
kawasan TNKS. Di KPPL posisi Ibu Kades adalah anggota. 
Dengan diskresinya sebagai anggota dalam KPPL, maka 
Ibu Kades membuka ruang bagi perempuan lain untuk 
menjadi pemimpin. KPPL didukung oleh Komunitas 
Perempuan Penyelamat Situs Warisan Dunia (KPPSWD) 
Rejang Lebong, NTFP EP Indonesia, LiVe, dan BB TNKS.

Di desa Bandung Jaya, semua tantangan konflik 
TWA Bukit Kaba itu dijawab oleh Ibu Kades Bandung 
Jaya. Salah satu kunci kekuatannya adalah menjalankan 
“ide partisipasi”. Partisipasi adalah instrumen yang 
ampuh dalam menyelesaikan konflik multipihak. Dalam 
praktik partisipasi, ia selalu mendatangkan warga, 
perangkat, filantropis lokal, dan pihak eksternal yang 
berkepentingan untuk terlibat. Perempuan menjadi 
porsi perhatian terbesarnya, dalam setiap pertemuan 
mereka selalu diajak dan memberi usulan. Setidaknya, 
Ibu Kades telah memberi pelajaran kepada kita tentang 
penyelesaian konflik yang partisipatif dan pembangunan 
desa partisipatif, dan mendukung rencana otoritas 
nasional.6

Instrumen kedua yang dijalankan Ibu Kades dalam 
menjalankan kepemimpinannya adalah menggunakan 
identitas perempuan. Kesadaran feminisme yang 
ditampilkan adalah pemajuan pembangunan desa 
melalui, pertama, pengorganisasian kelompok 
perempuan. Melalui PKK, arisan, pengajian, kelompok 
tani, Ibu Kades menjawab kerentanan perempuan di 

ruang publik. Ia menjamin meluaskan ruang publik bagi 
perempuan di berbagai ruang yang mereka bisa terlibat. 
Kelompok tani memberi ruang perempuan desa untuk 
menjalankan wanatani (agroforestry), memiliki demplot 
(demonstration plot) buah sebagai alternatif tanaman 
utama kopi dan tanaman kayu lain. Kelompok PKK bisa 
mengisi kegiatan tanaman obat sebagai pemberdayaan 
ibu, sebab tak perlu pergi jauh dari rumah (wawancara 
September 2019).

Pengorganisasian perempuan ini adalah langkah 
melampaui diskursus kepemimpinan yang biasa, sebab 
di masa konflik perempuan membutuhkan kekuatan dan 
keberdayaan. Di masa aparat keamanan mengancam 
keamanan hidup warga dari delapan desa sekitar TWA, 
kelompok perempuan juga bukan kelompok yang 
aman dari pengejaran. Narasi besar konflik memang 
tidak mencatat keterkaitan perempuan dalam bahaya 
tetapi dari narasi ibu Kades kita bisa mengetahui bahwa 
ancaman aparat keamanan menimpa semua warga, 
termasuk perempuan dan anak-anak. Anggota arisan, 
kelompok tani, dan pengajian pun kena ancaman. Di 
sinilah isu kesadaran feminisme menjadi inti dan urup 
atau lentera dari kepemimpinan perempuan. 

Narasi pengalaman itu juga memperlihatkan praktik 
perjuangan perempuan pemimpin untuk kesetaraan atas 
akses sumber daya alam, dan respons atas kerentanan 
masyarakat lokal, terutama perempuan terhadap 
perubahan lingkungan. Refleksi dari aktivisme mereka 
bisa kita ukur dari Gambar 1 di atas, di mana tingkatan 
gender contraints dan gender and decision making berada 
pada tingkat meso. Pencapaian ini tentu ada kaitannya 
dengan posisi formal mereka sebagai kepala desa. 
Komparasi dari studi Evans et al. (2017) dan Bose et al. 
(2017) di berbagai negara di Asia, Amerika Latin, dan 
Afrika bagi studi FPE di desa Pal 8 dan desa Bandung Jaya 
menunjukkan bahwa posisi kepemimpinan perempuan 
di otoritas formal sungguh strategis. Di tangan para 
pemimpin lokal inilah tata kelola dan sustainabilitas 
lingkungan, serta konservasi bisa dititipkan. Agenda 
pembangunan bisa dimaksimalkan dan inklusi untuk 
keselamatan dan perlindungan warga. Sementara 
penyelesaian konflik tenurial dapat dipecahkan dengan 
partisipatif dan transparan. 

Praktik Kesetaraan dalam Aktivisme Pembangunan 
Desa

Sejarah pembentukan Kelompok Perempuan Peduli 
Lingkungan (KPPL) di desa Pal 8 adalah fondasi penting 
dari kerangka kerja FPE. Awalnya, penggagas organisasi 
dan perempuan lain diundang oleh LSM LiVe untuk 
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mengambil bagian dalam pelatihan konservasi. Peserta 
pelatihan konservasi itu kemudian mulai bergerak untuk 
melestarikan hutan dari kerusakan. Mereka menemukan 
bentuk ruang pemberdayaan/ruang publik baru yang 
menjadi peluang bagi perempuan untuk memperkuat 
diri. Pelatihan itu merupakan perjumpaan antara visi 
mereka dan pengetahuan tentang hak untuk merawat 
hutan, melalui pemanfaatan dan penanaman tanaman 
nonkayu, lebah madu, dan kecombrang. 

Tahap pengorganisasian perempuan relatif tidak 
mengalami hambatan. Keberadaan modal sosial yang 
besar bagi KPPL menjadi kekuatan pengorganisasian 
mereka. Kunci modal sosial adalah dukungan penuh dari 
otoritas lokal yaitu kepala desa. Untuk konteks Indonesia, 
dukungan dari kepala desa adalah pengembangan 
utama untuk pengorganisasian komunitas perempuan.

Analisis konfigurasi politik lokal di Desa Pal 8 mudah 
ditebak, karena kepala desa adalah perempuan. Pertama, 
kepemimpinan perempuan di tingkat lokal adalah 
kunci, dan modal sosial untuk gerakan konservasi. 
Kepemimpinan perempuan juga merupakan perekat 
solidaritas sosial di antara warga negara, terutama sesama 
perempuan. Kedua, kepala desa menjadi anggota KPPL, 
jadi tidak ada keraguan tentang komitmen, ideologi, 
perspektif dan kepentingan yang sama. Kepala desa 
memiliki kontribusi untuk memperkuat, memobilisasi 
dan memperluas dukungan dari jalur kelembagaan. 
Kekuatan ketiga, adalah bahwa manajemen KPPL terpisah 
dari otoritas desa jadi organisasi kecil ini berkembang 
pesat.

Di desa Bandung Jaya aktivisme komunitas 
perempuan lebih kuat lagi. Negosiasi adalah strategi 
yang selalu membawa keberuntungan; ia adalah 
senjata yang ampuh untuk perempuan pemimpin. 
Berdasarkan catatan lapangan negosiasi adalah jurus 
pemimpin feminis untuk memenangkan pertempuran. 
Selain berhasil menggertak lawan dengan berjanji 
mendatangkan seribu orang warga untuk memprotes 
keganasan perangkat keamanan, ternyata kepala desa 
menang dan berhasil menghentikan strategi pengejaran 
dan penangkapan warga. Sebagai gantinya, dalam ruang 
negosiasi lainnya, Ibu Kades menyepakati pengaturan 
para warga yang berkebun di sekitar tapal batas TWA, 
tanah margo, dan kebun rakyat. Setidaknya dia mengerti 
bahwa kesepakatan itu sama sekali bukan merupakan 
kekalahan dalam perundingan, melainkan untuk 
menjaga status dan fungsi ekologis hutan. Masyarakat 
masih bisa berkebun, sebab tanaman keras dan kayu 
harus dirawat dan dipelihara (Catatan Kusdinar 2017 & 
wawancara September 2019).

Desain pembangunan desa pun dirancang di luar 
kebiasaan/arus utama, misalnya sebuah desain tentang 
desa bersih. Tak kalah akal dalam mengedukasi orang 
dewasa tentang kebersihan, yang biasanya tidak 
dipedulikan, Ibu Kades mengajak anak-anak seumuran 
sekolah dasar untuk berkegiatan memungut sampah 
plastik di sepanjang jalan utama desa setiap hari minggu 
pagi. Sebagai gantinya anak-anak diajak pergi berenang 
atau pergi ke kota untuk menonton acara tertentu atau 
pergi piknik. Program yang mulai berjalan sejak tahun 
2017 ini berhasil mengubah wajah desa, jalan utama 
lebih bersih, kelompok ibu-ibu juga mengikuti kegiatan 
anak-anak mereka. Bahkan kelompok ibu-ibu sering 
melakukan gotong royong memungut sampah plastik 
di hari Kamis/hari pasar. Budaya bersih sudah menjadi 
bagian hidup publik warga desa. 

Inisiasi lain yang menarik misalnya memikirkan 
bersama tentang pengelolaan sampah pembalut dan 
pampers. Kemudian ada program kebersihan, kesehatan, 
dan menjaga ketersediaan air bersih dan sanitasi. 
Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 
Berbasis Masyarakat) senilai 50 juta rupiah, bisa diatasi 
lewat swadaya warga dengan iuran senilai 500 ribu rupiah 
per rumah. Hasilnya, mereka memiliki bak penampung 
air di setiap rumah. Untuk menjaga keberlanjutannya, 
bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ibu Kades 
menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan 
air secara partisipatif di tahun 2017. Selain itu, Perdes 
tentang toilet sehat (leher angsa) juga ada, dan telah 
disusun pada tahun 2016 sehingga tidak ada lagi warga 
yang tidak memiliki toilet sendiri. Untuk prestasi ini desa 
meraih juara se-Provinsi Bengkulu dan mendapat uang 
pembinaan sebesar 10 juta rupiah. 

Keterlibatan daya (Power engagement) dari perempuan 
pemimpin terbukti dapat mengangkat isu-isu penting 
dan kritis desa (seperti kesejahteraan, kesehatan, air, 
sampah), serta mengembangkan pengelolaan dana 
desa partisipatif dan transparan, mengembangkan desa 
wisata dan BUMDes. Perubahan hidup warga, khususnya 
perempuan menjadi pegangan dalam memandu jalan 
kepemimpinan perempuan. Perempuan pemimpin lokal 
membuktikan “selalu ada jalan”. 

Temuan Nightingale dan Rankin (2014) bisa 
dijadikan rujukan dalam melihat aktivisme dua 
perempuan pemimpin desa itu. Keduanya memakai 
strategi mengubah “permainan” politik (transformasi 
politik) dalam menyelamatkan lingkungan. Tumpuan 
inovasi dan inisiatif asli dari pikiran, pengalaman dan 
pengetahuan mereka muncul begitu banyak agenda 
pembangunan yang mengagumkan. Bila dilihat lebih 
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teliti, aktivisme yang mereka pilih menunjukkan suatu 
sketsa interseksionalitas, bukan hanya gender, melainkan 
kelas sosial-ekonomi, usia, kultur, praktik agam, dan 
politik. 

Kerangka studi FPE dari Rocheleau, Thomas-Slayter & 
Wangari (1996) dan Sundberg (2015) telah memberi ruang 
“baca” dalam melihat keterlibatan perempuan pemimpin 
desa untuk menjaga lingkungan, dan memajukan desa. 
Perempuan pemimpin itu telah menembus batas; dan 
telah memperlihatkan tata kelola yang mutakhir, yaitu 
transparansi, inklusi, partisipatif, interseksional, dan 
setara. 

Penutup

Perempuan pemimpin lokal memilih melawan 
ketidakadilan yang merugikan perempuan dengan 
strategi tidak konfrontatif. Mereka mengerti adanya 
bahasa dominasi maskulinitas yang perlu diatasi, 
berhadapan langsung dan melawan adalah cara yang 
tidak menguntungkan. Intuisi tak selamanya tidak 
rasional dan merugikan. Sebagai gantinya mereka 
melakukan berbagai macam ajakan partisipasi kepada 
elite dan warga laki-laki, maupun pemikiran maskulin 
yang termanifestasi dalam perilaku sehari-hari. 
Keputusan partisipatif terbukti memiliki daya kuasa yang 
kuat, semua orang jadi terlibat dan terikat.

Kesetaraan yang terjadi di luar regulasi formal adalah 
berkat perjuangan aktivisme perempuan pemimpin. Jadi 
kesetaraan harian itulah yang dibangun oleh perempuan 
pemimpin di tingkat lokal. Mereka memegang metode 
kunci tentang bagaimana menjalankan “power within” 
dalam memimpin. Pengetahuan perempuan mengatasi 
konflik hutan dibangun atas dasar pengalaman sehari-
hari untuk kelestarian ekologis. Pengetahuan akan 
kelestarian ekologis itulah yang mewarnai praktik berbagi 
kekuasaan, mengakhiri konflik hutan dan merawat alam 
bersama-sama, serta mencari solusi memenangkan 
berbagai kepentingan.

Desa-desa yang diakui memiliki praktik baik secara 
lokal dan nasional adalah desa yang berhasil membangun 
akuntabilitas publik. Predikat itu adalah pertaruhan dari 
kepemimpinan perempuan lokal, baik secara individu 
maupun perempuan lain. Dalam bahasa narasi besar, 
fenomena ini disebut sebagai diskursus feminisme. 

Perempuan Kades tidak belajar tentang feminisme 
dari buku dan jurnal. Pun mereka tidak belajar 
tentang peran pemimpin dalam resolusi konflik hutan 
dan konservasi. Konteks feminisme yang mewujud 
dalam kepemimpinan di desa adalah jalan naluri dan 

pengalaman untuk bertahan di antara lingkungan yang 
maskulin. Ada kesadaran feminis untuk mempertahankan 
kapasitasnya sebagai pemimpin. Kesadaran feminis yang 
mereka perlihatkan adalah perjuangan merebut ruang-
ruang hidup yang terampas dan membatasi hidup 
komunitas marginal ke tempat yang makin sulit dan tak 
layak. Isu-isu kritis perempuan masuk dalam jangkauan 
pemikirannya, sebab pengalaman hidup yang terpinggir 
memberi pengetahuan yang mendalam.

Dalam konteks feminisme, kepemimpinan 
perempuan memerlukan pembuktian atas kapasitasnya 
dalam mengatur kuasa (power), pembuktian atas 
partisipasi warga, dan memenangkan janji untuk 
mengabdi. Perempuan pemimpin butuh kerja lebih 
keras, untuk membuktikan kapasitasnya. Ia bekerja lebih 
keras untuk menggerakkan sumber daya manusia, dan 
memaksimalkan manfaat sumber daya alam sambil 
merawat kohesi sosial warganya. 

Keseimbangan dalam menjalankan kekuasaan (power 
within) dipercaya oleh perempuan pemimpin sebagai 
diskursus yang mampu menyelamatkan pemosisian 
perempuan. Interseksionalitas adalah instrumen 
pegangan yang mereka pelajari sejak kecil dan sejak 
muda. Praktik power within memungkinkan perempuan 
pemimpin membangun modal sosial dari berbagai 
potensi warga, terutama komunitas perempuan. Hak-
hak keadilan gender dan kerentanan yang tidak setara 
terhadap perubahan lingkungan adalah salah satu isu 
yang memperkuat solidaritas perempuan dalam bentuk 
pengorganisasian di komunitas.
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metodologi pada antropologi sosial. Sampai pada paruh 
kedua abad ke-20 terjadi penguatan, etnografi digunakan 
secara meluas ke kajian psikologi dan sosiologi. Chicago 
School adalah lembaga yang mendukung perkembangan 
metode etnografi melintas antropologi (Jones & Watt 2010, 
hh. 1-12). Selanjutnya, Jones menyebutkan bahwa nilai dasar 
etnografi adalah tentang: partisipasi, observasi partisipatif, 
mendalami kultur setting, refleksi dan representasi, deskripsi 
mendalam (thick description), etik partisipatif, menguatkan/
memberdayakan, dan memahami. Untuk menjalankan itu 
semua, maka etnografer perlu tinggal di lokasi penelitian dan 
mendalami kulturnya (live in the field, immersing yourself in this 
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social world), serta menjadi bagian dari masyarakat subjek 
penelitian (Jones 2010, hh. 17-18). 
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ditampung oleh etnografi. Melalui etnografilah ilmu sosial 
mampu memperjelas kepentingan, penindasan, representasi, 
dan kekuasaan secara politis. 
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